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; essure espec:aﬂyagamsfdevelopmg countnes Human nghfs-_-- L
are absolute and universal but differ on how they should be. ...
implemented, West countries.a mphaSIZe mdiwdual nghts and.
. 'f"”anoz‘her s:de dev_elopm :

-Pengantar - B rrna 4. ' :

“Hak-asasi: manussa hmgga km: mas;h saja menjadx safah satu
masalah yang menarik: perhatian; masyarakat internasional. Bahkan
masalah:hak-asasi-ini:kini-ielah: ‘menjadi-isu yang. legitimate dalam
hubungan antar negara. Negara-negara maju (Barat) dalam hubungan
luar.negerinya kerap.menggunakan isu. hak ‘asasi uniuk menekan
negara-negara berkembang. Belakangan isu menyangkut: hak asasi di
negara-negara bedcembang dikautkan dengan keszakan ekonoms oleh
negaramegara maju; : o -

< Tekanan :negara-negara. maju terhadap negara berkembang,
berkalian dengan masalah hak asasi manusia-ini, dirasakan semakin
kuat, Presiden Soeharto, dalam perjalanan menghadiri KTT Delapan
Negara Berkembang di Istambul (Turki)-bulan Juni-falu, menegaskan
bahwa tekanan terhadap Indonesia pun.makin kuat. Misalnya tekanan
yang datang dari anggota Kongres Amerika: Serikat, Senator Patrick
Kennedy, mengenai-hak asasi di Timor Timur baru-baru ini. Megara-
negara. berkembang pada umumnya menilai bahwa kebijakan negara
maju semacam ini tidak bisa diterima dan daanggap sebaga! mancam-
puri urusan dalam negeri negara Jain..

Hak asasi manusia yang kini telah menjadi isu yang fegffrmafe dalam

") Penulis adalah Staf Penelitf pada pusat Pangkallan dan Paslayanan Informasi DPR-RI



Universal, Hak Aar
Masalah HakAsasn yang meluas ke forum PBB Sikap Gerakan Nonb!ok
dan tantangan indone&a dalam Iah HakAsam Manusia, dan diakhirf
dengan Penutup '

' Hak Asasu Manusna Batasan Dek_lamsn Universal

Sebeium Dekiara31 Umversal Hak Asasi Manusm pada 10 Desem-
.ber 1848, bangsa bangsa di.dunia biasanya memandang bahwa
'persoaia en_genau hak—hak asam termasuk ke dalam batas ]urlsd;kss
Masing-masing. i Universal tele :
untuk semua.’ Majehs Umum PBB _memprokiamaSt an eklarasa
tersebut. sebaga; “standar-umum mengenai keberhasilan untuk semua
rakyat dan- semua ‘bangsa.” Majehs menyerukan negara negara anggo-
ta PBB dan semua’ rakyat uniuk menggaiakkan danmenjamin: pengakuan
yang' “efektif dan’ penghormatan terhadap hak~hak asaSi manUSIa dan
kebebasan yang ditentukan di dalarn Deklarasi. ;

Pasal 1 dan 2 dari Deklarasi fersebut menegaskan bahwa semua
orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama” dan berhak
atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan ‘oleh
Dekiarasi “tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras; warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun yang lain, asal-
ust kebangsaan atau sos:al hak mli:k kelaharan atau kedudukan yang
|a|n By B

Pasai 3 sampai 21 Dek!ara31 tersebui menetapkan hak- hak Slpil dan
poht;k vang menjadi hak semua orang. Hak-hak itu antara lain: (1) hak
untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi; (2) bebas dari
perbudakan dan penghambaan; (3) bebas dari penyiksaan-atau
perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan
ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan; (4} hak untuk
memperoleh pengakuan hukum di mana saja sebagai pribadi; hak untuk
pengampunan hukum yang efektif, bebas dari penangkapan, penahanan
atau pembuangan yang sewenang-wenang; hak untuk peradilan yang
adif dan dengar pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang
independen dan tidak memihak; hak untuk praduga tidak bersalah sampai
ferbukii bersalah; (5) bebas dari campur fangan sewenang-wenang
terhadap keleluasaan pribadi, keluarga, tempat-tinggal maupun surat-
surat; bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik; dan

" Paengetzhuan Dasar Mengenal PBEB, (Jakarta; UNIC, 1998), h. 181-183, Lihat juga The United
Nations and Muman Rights 1945-1895, (New Yor; Depaniment of Public information United Na-
tions, 1995}, o



 bergerak; hak untuk memperoleh suaka; hak atas satu kebangsaan; (7)

ntukan. hak-hak
udayaan 2k semua orang. Hak-
hak atas jaminan sosial; (2) hak unfuk bekerja;

ma untuk pekerja: ma: hak untuk
at-serikat buruh; (3) hak atas
d (IS¢ ‘hak atas standar hidup yang pantas
 dibidang kesehatan dan kesejahteraan; (5) hak atas siandar hidup yang
_pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan; (6) hak atas pendidikan:
(7) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan masyarakat,
~"Pasal-pasal penuiup, yaitu 28 sampai 30, mengakui bahwa setiap
orang berhak atas ketertiban sosial dan intemnasional di mana hak-hak
asasi manusia yang ditetapkan di dalam Deklarasi Universal tersebut
bisa sepenuhnya dilaksanakan. Hak-hak ini hanya bisa dibatasi oleh
satu-satunya tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas
hak-hak dan-kebebasan orang lain, dan bahwa setiap ‘orang memiliki

kewajiban dil dalam masyarakat di mana mereka berada.

Model Kapitalis dan Sosialis .~ o S e
++ Konsep hak asasi manusia modern tampaknya terkait juga dengan
muncuinya negara demokrasi modern.. Muncuinya negara demokrasi
modern tidak dapat dilepaskan dari Revolusi industri yang terjadi di Eropa
dan Amerika, Revolusiini tidak hanya menstimulir perubahan-perubahan
politik dan sosial di kedua kawasan tersebut, tetapi juga di bagian-bagian
dunia lainnya. Tetapi. perubahan-perubahan ini tidak selaju
menguntungkan masyarakat baik di Eropa, Amerika maupun di bagian-
bagian dunia lainnya. Perubahan-perubahan ini memang telah
mempercepat proses industrialisasi suatu negara, tetapi negara-negara
yang rnengalami proses ini secara cepat cenderung mengeksploitasi
negara-negara lain yang terbelakang dalam proses industrialisasi.

- Revolusi Industri yang begitu cepat ini telah menciptakan kelas in-
dustrial, kelas komersial dan kelompok proletar di berbagai pabrik baru.
Kelas pekerja yang trampil dan kelas menengah yang energik
menyebabkan timbulnya keinginan-keinginan untuk memperoleh posisi-
posisi fertentu dalam suatu negara. Di sinilah awal runcuinya nagara
demokrasi modem dengan era of righfs-nya, yang menekankan hak-
hak politik dan sipil. @



Dua premis mer r dari_,negara demo_k_ras: moc_iern adalah: (1}

”mencnptak 3 i angan dan memajukan samaan (equain‘y)
“';terutama_ fersamaa dalam b:dang ekonomi.® - i
. Kedua model tersebut mencoba mer 3ukan hak asasi manusia
__'_dengan cara-cara yang berbeda. Kedua model yang. herbeda ini
' merupakan produk Revolusi Industri dan karena ity ‘melahirkan dua versi.
Versi pertama (kap:i‘ahs) didukung Amerika Serikat, menekankan pada
hak-hak sipit dan poimk dan berpendapai bahwa bila hak jUi‘ldIS{ai ini
dapat diciptakan, maka hak ini akan melahirkan hak-hak lainnya, yaitu
hak ekonomi, sosial dan kultural. Versi kedua (sosialis), didukung, Uni
Soviet, lebih mengutamakan hak ekonomi dari pada hak polltlk ¥

-~ Manusia dewasa ini.berada dalam dinia pasca modem yang ‘tidak
‘lagi didominasi:oleh teknologi industr, ietap; oleh teknolagi elekironik.
Selain itu, manusia sekarang ini lebih banyak didominasi oleh informasi
‘dan analisis daripada oleh kekuatan militer. Perdebatan-perdebatan lama
-dalam bidang teknologi industri-sekarang ini telah-digantikan oleh
perdebatan mengenai teknologi baru dan masyarakat global. Perdebatan
lama berkisar antara‘demokrasi liberal (kapitalisme) dan demokrasi sosial
{sosialisme). Sekarang ini perdebatan iiu teiah'digantikan'bléh
perdebaian mengenai-neo-liberalisme ‘atau neo-korporatisme, perde-
batan mana-mengawali lahimya tata dunia baru abad elektronik.

Proses transformasi (dalar bentuk Revolusi Elektronik) yang beg:tu

4" 'Secara definisi negara demokrasi modem adalah jenis negara yang muncul pada abad 19 di

- Eropa Barat-dan Amerika sebagal akibat penganh.Revolusi Industni dan Revolusi Perancis

tehadap negara absolut dalam abad 16 dan 17, Definisl.ini dibarikan cleh AD. Lindsay, Tha
Modsm Democratic Siate (New York; Oxiord University Press, 1082).

5 Barnngton Moore Jr., Secial Ongms of D!CfafOi’Shlp and Democmcy (England Pengum anks
968), h. 34-35



- Proses transformasi {(daiam bentuk Revolusi Efektromk) vang begitu

' ':cepat dewasaini menyebabkan goyahnya landasan- landasan ekonomi,
_Lpohtlk kultural dan sipil dari masyarakat mternasuonal Proses yang cepat

Hini apat’ menggoyahkan perlmbangan antar kelas: dalam’ suatu
"masyarakat yaitu: kelas elit; kelas menengah dan Kelas bawah Sekarang

‘intyang: cilanggap lebih: menonjoi adatah peﬂmbangan Antara korporasi

_dan pemerintah. Revitalisasi masyarakat: snpti d:butuhkan untuk

'-menglmbangn kekuatan korporasr dan negara & ;

: udlan meluas (spdl
erti PBB. Dalam. bidang.hak asasi
rjadi adalah antara hak-hak politik dan sipil di
_satu pzhak dan hak~hak ekonomi, sosial dan kuEtur dilain plhak Seperii
telah dlkatakan di as model kap:tahs lebih mengutamakan pendekatan
jundaSIai (ya;tu 5 mene: gah individualistik- dan. iiberaf) sedangkan
:model sosialis lebih mengutamakan pendekatan ekonomi. PBB adalah
salah satu. korban| pertama dalam pergulatannya untuk mengembangkan
dan | zmplementasman Dekiarasi Universal Hak Asasi Manusia.
~'Di forum, PBB kemudian. berkembang pendekatan blok terhadap
'_masalah hak asasimanusia. Blok Barat, misalnya, mendesak agar PBB
mengambnl langkah~!angkah konkret yang bertuman untuk menndungi,
dan me_ma;ukan hak- h"ig _Slp!l dan poi;tsk sebagai satu-satunya. aspek
'pe_n_t_m_g dari hak sasi. manusia. Motivasi blok. Barat ini adalah
kepentmgan kekuatan yang. berkuasa di negara-negara itu. sesuai dengan
kebijakan hak asasi mereka yang. lebih. mengutamakan realisasi dan
perlindungan hak-hak ‘sipil dan politik. Dengan snkap semacam .itu,
keiihatannya mereka berusaha memaksakan sistem. poiitlknya terhadap
negara-negara lain’ yang mempunyai sistem poiatik yang berbeda dan
mehndungr dasar sistem kapitaiis. terhadap\ kernungkman penetras;
gagasan- gagasan sosmils di dunia. >
Sementara itu, _negara- negara pendukung demokra& SOS[BJIS
mengesampmgkan hak-hak asasi manusia individu dan sebaliknya
menekankan kebebasan dan hak asasi kolektif. Jadi, dampak perten-
tangan antara kedua model pendekatan hak asasi itu tidak hanya terbatas
pada hubungan antar negara, tetapi telah merambah ke forum
internasional (PBB) yang seharusnya men;adi sarana perjuangan hak
asasi dunia. -
. Kapitalisme yang dtpeiopon Barat sebenarnya berakar dari keias
menengah dan dzlandas: oleh proteksi 1erhadap properti dan individu,

4 Bantarto Bandoro, "Kebfiakan Intemaslanal HakAsasi Manusla,” Analisa, No. 10 (oktober 193).



.'_clan ini-pada. glllrannya melahirkan konsenirasi:yang:besar: terhadap :
_'-'kesejahteraan (mlsalnya ‘di-Amerika: Ser:kat) ‘Konsentrasi’ pada
_:kesejahteraan yang: berlebihan. ini- cenderung memberikan. proteksi;
“terhadap kelas kaya dan mengabalkan faktorpersamaan (equahty’) Jadi,
:_.'.-dengan mengatasnamakan kebebasan srstem demiklan Ieblh

Berbeda dengan kubu kapliahs kubu.sosmils mendukung konﬂik
.keEas supremasz par’cau dan revolusi, dan mencoba menczptakan prabad|~ :

Mone'ier lntemasnona! ( IMF) Persamgan yang tagam aniara dua zdeotogz
yang ‘berbeda ini membuat masalah hak asasi dan sistern protekm hak
“asasi diabaikan. Selain iy, Perang Dlngin ‘telah membuat. konsep
“demokrasi men]adl tidak berarti, dan tidak satupun dari kedua
'power ini memperoleh manfaat dari ‘benerapan model demokrasmya
'Secara smgkat dapat dlkatakan bahwa kedua supe.rpowerlnf memiliki
visi demokra51 dan hak asasi yang tidak lengkap dan tidak memada:
Visi- yang demtklan ini tidak- hanya menghambat tarbentuknya visi gic
bal hak ‘asasi, ‘tetapi: 3uga menghapuskan sense of giobal sohdanty
_(komumtas global)
Setelah Perang D;ngm berakhlr tampakﬂya duma tidak memlhkl
paradigma ‘demokratik baru, seperangkat nilai-nilai inti giobai dan
pandangan mengenai hak asasi yang terpadu. Ada kesan bahwa negara-
negara di dunia sekarang ini sedang menghadapi tantangan ganda, yaitu:
mereka harus mampu bertahan dalam kompet;s: global dan mereka
'dspicu untuk mencari status superpower ekonomi baru agar dapat
menjadi negara yang maju secara teknolog; dan ekonoml sepem Jepang
dan Amenka Serikat. Sebagal akibatnya, pandangan pandangan
mengenal neo Isberallsme dan neo- korporatlsme akan menjadl
pandangan yang sangat dominan pada masa pasca Perang Dingin ini.
_Sejarah pergulatan hak asasi manusia digambarkan oleh taadanya
perhaifan yang serius terhadap isu komumtas (fratemrfy) sehlngga dunia’
gagal menghapuskan ketegangan antara kebebasan dan persamaan.
Seperti diketahui bahwa Revolusi Perancis terkenal dengan tiga moto,




- 'peta'y

yaitu kebebasan persamaan dan: kornumtas ‘Revolusiini: mencoba
‘mencari  perimbangan antara. ket:ga tema tersebut; karena para
perancang revolusi ini menyadart bahwa kebebasan: tanpa persamaan
memusnahkan masyarakat Ol'élh karena ity periu dibentuk komunitas
-yang. mampu membawa ‘persamaan”.dan “kebebasan" i

dai 1_.komumtas ”Jadi Lindsay menempatkan 0 _‘unltas d] atas
kebebasan dan persamaan, karena ia menyadaﬂ bahwa dua moto yang
;d:sebut terakhtr hanya akan hidup; bzla ada perasaan akan komunttas
yang kuat. - : -

Sementara |tu, daiam Deklaras: Un:versai HakAsam Manueua F’BB
:menc:oba membuat.kelima kategori hak asasi.manusia (yaltu pohtlk
sipil, ekonomi, somai dan kuliurat) saimg bergantung, sallng berkaitan
dan:sama pentsng Tetapl sepertl telah terbukn bahwa Amerika Senkat
dan Uni Soviet merongrong upaya. PBB untuk- mengembangkan
komunitas global | berdasarkan hak asasi yang terdapat dalam Dekiarasi
tersebut. - '

- Apayang hendak dlkatakan d: sini acialah bahwa hak asasr manus;a
kefthatannya ielah menjadl korban Perang D;ngm antara Amerika Serikat
dan:Uni Soviet. Konsentrasi-kedua negara ini. pacia masalah-masaiah
militer yang. terlalu besar. dan peﬂentangan |deologz yang. menguras
sumber-sumber. daya di kedua masyarakat dan sekutu-sekutunya telah
menghambat.bahkan telah. menghennkan proses hak asasi.manusia
dan demokrasi. Perang Dingin sekarang ini memang ! telah berakhir, tetapi
proses modernisasi pasca indusiri.dan teknologi baru akan terus
berlangsung, .dan. proses .demikian tidak selamanya menguniungkan
manusia. Sekarang ini, muncul kekhawatiran bahwa negara modem,
sejahtera dan yang memiliki kapasitas teknologi akan memaksakan
tekanan dalam bentuk baru terhadap negara-negara lain. Tekanan
demikian jeias akan memuncuikan masalah hak asasi manusia.

Perang Dingin yang. beriangsung lebih dari tlga dasawarsa fidak
hanya telah mengabaikan masalah hak asasi manusia, tetapi juga telah
menghambat proses pengembangan demokrasi di berbagai kawasan
di dunia, Kini setelah Perang Dingin berakhir. negara-negara di dunia
dihadapkan pada fenomema baru, yaitu bahwa hak asasi telah menjadi
isu yang fegitimate dalam hubungan antar negara. Bagaimana negara

& AD. Lindsay, op,cit.,, h.42.



memperlakukan warganya -sekarang:ini tidak lagi menjadi persoalan
domestik negara tersebut. Ini berarli bahwa perdebatan dan . dlskus;
_mengenan:hak asasn akan men;adl Ieb:h terbuka i B . i

_ Slkap Gerakan Nonblok dan Tantangan IndoneSIa

Secara umum dapat dikatakan bahwa hamptr semua negara menga— :
_ _kuz prinsip. universalitas dari hak asasi manusia, begitu pula kebanyakan
negara berkembang Namun, jska kata membaca pemyaiaan pemyataan

A’ rsrfat unlversat _ : _

Palmg tidak ada tiga nuansa perbedaan yang membedakan konsepsu
negara berkembang dengan negara Barat dalam penerimaan mereka
tentang un:versahtas ‘hak asasi manusia, Perbedaan itu meliputi,
penerimaan yang terbatas tentang universalitas hak asasi manusia yang
dibatasi oleh keadaan masing- masmg negara, dikhotomi antaraindi-
wduai nghfs dan collective. ngha‘s sera kondls:onal:tas yang d;terapkan
negara maju. kepada negara berkembang.

“Nuansa yang paling kontroversial adalah prinsip kondisionalitas yang
mengaitkan bantuan ekonomi dengan perbaikan kondisi hak dsasi
manusia, Kecaman yang paling keras disuarakan sehubungan dengan
masalah ini, karena ada kecenderungan bzhwa negara-negara’ yang
membutuhkan dana bantuan ekonomi yang paling besar dariluar, adalah
Juga negara yang paimg banyak disorot dalam pelanggaran hak asasi
manusia. Saat ini kita tahu bahwa banyak negara maju mengajukan
berbagai kriterla dalam pemberlan ‘bantuan’ ekonomi, seperti
pertmdungan hak asasi manusia, part:snpam pol:t:k jamman hukum
ekonom pasar bebas, dan sebagamya -

Amenka Serikat, misalnya adalah salah satu negara maju yang
paitng gencar mempersoaikan hak asasi manusia. Sejak tahun 1870~
an, fakior hak asasi manusia mulai memegang ‘peran yang jauh lebih
nyatd dalam peiaksanaan sehari-hari kebijakan luar negeri Amerika
Serikat. Dorongan awal bagi perk@mbangan baru ini datang dari Kongres.
Pada 1973 Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengadakan
dengar pendapat secara panjang lebar mengenai masalah hak asasi
manusia. Berbagai prakarsa perundang-undangan pun menyusul. Pada
pertengahan 1870-an, Kongres mensahkan sejumlah undang-undang
yang menyangkut kebijakan luar negeri dan menegaskan bahwa

8 Final Document Tent Non-Aligned Summit 1892 (Jakarta; PT Grameadia Pustaka Utama, 1992,



terp:sahkan dalam pembenan bantuan msizter .ekonomi dan -keuangan
Amerika. Undang -undang :tu_zjuga menegaskan bahwa pemermtah yang
secara: konsnsten ‘melanggar.hakasasi manusia tidak berhak.menerima
'bantuan Amerika.”) Bagi Amerika, ada suatu keyakman pent:ng bahwa
' gagasan mulia tentang kebebasanmdmdu dan hak: asasn_ manUSia bukan

: | e upon a: hn’l) "'S_uatu pomsn yang tepat untuk
o ;me _benka____kepem __pman oral dan___plr:tuai kepada_duma 8.

kecenderungan menempat: n.hak individuat: yang beriébihan yang
dlanggap dibanyak. negara berkembang sebagas kecenderungan faham
liberal; yang:tidak selalu sesuai-dengan kondisi: masyarakat yang juga
memenimgkan prinsip. kekeIuargaanlkemasyarakaian s
Namun demikian, terlepas dari: nuansa perbedaan di atas pemikfran—
pemikiran. negarg-negara; berkembang yang tertuang dalam Deklarasi
Jakarta'tersebut merupakan refleksi akan. kesadarannya bahwa setelah
Perang Dingin berakhir, masyarakat-dunia sekarang ini.bergulat untuk
menciptakan kebebasan; Ppersamaan. dan. komunitas. Selain ity, -juga
menegaskan bahwalima kategori-dari Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia 1948, vaitu:hak polmk SipH, . ekonoml so&al dan kultural
memiliki arti penting yang sama. .- a8
= Sebagai salah, satu anggo’ia masyarakat znternaszonai indoneSIa
mendukung implementasi dan proteksi hak asasi manusia berdasarkan
Deklarasi Universal:Hak Asasi Manusia .dan- persetujuan- persetujuan
intetnasional lainnya. Namun, Indonesia harus menyadari bahwa
berakhimnya era Perang Dingin_tidak -secara- -otonatis menghapuskan
tantangan lain- ‘yang.harus dihadapi oleh negara-negara di dunia.
Tantangan-’iantangan ini akan menyentuh persoalan hak asasi manusia.
 Negara-negara berdaulat-dewasa ini akan menghadapi tantangan
dar: berbagai arah. Tantangan ini antara lain datang dari “atas,” yaitu
tekanan-tekanan: dari.organisasi regional dan internasional; dan dari
“bawah,” yaitu tekanan dari-berbagai-kelompok dalam _masyarakat.
Negara-negara ini juga menghadapi. {antangan akibat meningkatnya
kebutuhan individu,-dan tantangan yang. muncul karena “akibat
sampingan,” yaitu akibat globalisasi ekonomi, telekomunikasi dan
transportasi.-fsu hak asasi yang muncul dari tantangan- tantangan

o Paulal. Dobnansky Human Rights and LL.S. Foretgn Policy, " The Washington Quateriy, Vol. 12,
SNez

B Joshua Muravcmk Exportmg Democracy (Washmgmn B.C.; The AE] Press, 1991) h 64



dernikian ini sekarang ini keiahatannya akan menjad: isuyang menonjoi
indonesia. juga’ harus menyadari bahwa’ tekanan-tekanan dari negara-
negara maju seperii Amenka Senkat atau negara~negara Barat Iamnya
.akan terus berlanjut.® B _

Sepem telah dzkatakan di atas bahwa negara~negara maju dan yang
memliik; kapasntas ‘teknologi-dewasa ini akan cenderung ‘untuk
'menerapkan tekanan tekanan daiam bentuk bari Oleh karena itu, " In:
donesia, dan juga negara- negara ASEAN tamnya, harus dapat
mengantzs:pasa dan perlu’ mengembangkan sirategi yang‘mampu me-
._nangkat tekanan«tekanan Hersebut di atas. Stfategl demikian misalnya .
dapat berupa kebqakan (pohcy) yang memajukan lmgkungan,“
pembangunan yang berkelanjutan dan penmgkatan hak asasi manusia:
Ketiga unsur ini ‘saling terkait dan saling memperkuat (mituelly enfora-
ing). Kebijakan yang mengkombunamkan ketiga faktor di atas tidak hanya
akan membantu melindungi dan memajukan lingkungan alam dan’ politik
umat rmanusia; tetapi juga lingkungan ekonomi dan sosial. -

~'Selain kebujakan demikian, Indonesia, sebagai salah satu negara
berkembang, juga dapat mengembangkan sikap yang didasarkan atas
principle-of indivisibility, yaitubahwa"hak politik ‘dan sipil tidak dapat
dipisahkan dari hak ekonomi, sosial dan’ kultur, dan ketaga hak demikian
harus dijalankan secara bersamaan dalam tahap- tahap yang disesuaikan
dengan tahapan pembangunan. Indonesia periu menekankan bahwa
hak yang satu tidak lebih penting daripada hak-hak lainnya.’ :

“Pembangunan ekcnomi di Indonesia, seperti juga negara-negara
berkembang {ainnya, ‘memang harus ‘diberi prioritas dan ‘dalam
menjalankan proses pembangunan, Indonesia tidak dapat menerapkan
demokrasi‘gaya Barat. Tetapi, karena Indonesia akan semakin
berkembang, maka negara tersebut juga akan berkembang secara politik
dan tuntutan akan partisipasi politik dalam masyarakatnya juga akan
semakin meningkat. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus
mencerminkan kepekaan yang muncul dalam masyarakatnya. Mungkin
yang lebih penting bagi Indonesia adalah menghindari kebijakan yang
salah (policy errors). Pada akhirnya, Indonesia harus mampu
memperlihatkan kepada masyarakatnya bahwa pemerintahnya adalah
pemenntah yang baik (good government).

Sebagian besar negara berkembang, termasuk indonesia, ber-
pendapat bahwa hak asasi manusia bersifat universal seperti tercantum
dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, tetapi implementasinya
harus disesuaikan dengan tahap pembangunan ekonomi, sejarah

f Adanya sekanan yang semakin besar dafi nagara negara maju terhadap nsgara-nagara
berkembang juga disinyalir oleh Presiden Sosharto yang dikemukakannya kepada wariawan dalam
perjalanan menghadis KTT-8 di Istambul, Turki bulan Juni 1897 laly, Kompas, 18 Juni 19397



bangsa, nilai-nilai kultural dan_sistem sosial dan politik negara yang
bersangkutan. ini berarti bahwa tidak ada jenis demokrasi tunggal yang
dapat diterapkan secara global, apakah .itu sistem Amerika Serikat
dengan. pemlsahan kekuasaan atau snstem Wesrmmster yang
mengutamakan kekuasaan Parlemen. :

' Yang jelas konsep negara berkembang mengenaa hak asa5| manusia
berbeda dari konsep Barat (Euro—Amencan) Konsep negara berkembang
mengenai hak asasi manusia memfokuskan padahak kKomunitas (rights
ofcommum)y) Sesuatu yang lnheren dalam konsep ini adalah keyak;nan
' '-Iuas teiah ierbentuk Konsep demlksan a'niéra Iam dapat ditemukan dalam
pemyataan Pertemuan ngkat ngg: X Negara negara Nonb!ok d:
Jakarta fidak hanya menun;ukkan penegasan lndones:a bahwa hak asasi
manusia yang mendasar dan kebebasan fundamenial memiliki validitas
yang universal, ietapi juga menunjukkan-bahwa Indonesia memiliki
komitmen untuk bekerjasama dalam perlindungan hak asasi manusia.

Penutup

Sebagal anggota masyafakat :nternasmnal lndonesxa t:dak dapat
menjauhi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan antar
negara. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya dituntut untuk memiliki
kepekaan yang tinggi dalam masalah hak asasi manusia, tetapi juga
tampil dengan pemikiran-pemikiran baru, pemikiran mana sangat penting
bagi perbaikan implementasi hak asasi manusia dan bagi pemahaman
yang lebih besar mengenai masalah tersebut. Pembentukan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tiga tahun lalu patut dihargai
dan dapat dilinat sebagai pemikiran yang sangat sirategis bagi perbaikan
implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

Selain itu, Indonesia harus menyadari bahwa komunitas global
sekarang ini memiliki peluang yang lebih besar dalam menciptakan glo-
bal learning experience. Seperti diketahui bahwa tanggal 10 Desember
1998 masyarakat internasional akan memperingati lima puluh tahun
diterimanya Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Deklarasi Hak Asasi
Manusia. Dalam konteks ini, indonesia, baik sebagai anggota PBB,
anggota ASEAN maupun GNB, perlu mencantumkan dalam agenda
diplomatiknya suatu prakarsa yang mempersatukan masyarakat dunia
untuk melakukan global educational campaign. Kampanye ini akan
menginiegrasikan kelima kompaonen hak asasi manusia dalam Deklarasi
1948,
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